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al tersebut diungkaphan

Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negari dan Re-

formasi Birokrasi (Men-

PAN-RB)  Syafruddin,

Kamis (8/11/2018) di Kementerian PAN-

RB, Jakarta. la jugs menjelaskan tentang

profil yang dicita-citakan terdapat pada
ASN 2024,

“Kita ingin memiliki  ASN  yang

nasionalis, ~ profesional,

awasan global. Dunia saat ini

sudah sangat terbuka. Pemeri

dalam tand
ideologi yang
Myanmar, dan .\(nngnli.‘n
pelan mercka akan terbuka juga” terang
Syafruddin.

Pemerintahan, lanjut  Syafruddin,
merupakan implementasi dari scbuah

COK KEMPS B

negam dalam periode tertentu.  Pilar
utamanya adalah ASN dan aparat lain
dari negant ini contohnya TN1, Polri, dan
penegak hukum lainnya. Pilar-pilar ini
ingin berpadu menanggapi keinginan
rakyat.

“Untuk itu, Smart ASN disusun agar
menjadi arah re pembangunan

strategis pada Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah
2020-2024.

(RPIM)  Nasional
Rencana  tenebut  juga
dan mengacu pada RPIP

wdin memberi gambamn se-
kilas tentang komposisi ASN L ini,
yakni schanyuk 433 juta omng. Dan
Jumlah tensebut, tenagn pendidikan guru
‘menempati porsi paling besar yang men-

i 1,6 juta pegawai serta tenaga peng-
administmsi umum sebanyak 1,67 juta

ASN Indonesia Harus L.ebih
Kompeten dan Kompetitif

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB) tengah menyusun suatu grand design Smart ASN. Ini merupakan sebuah rencana strategis
untuk meningkatkan kualitas dan daya saing para aparatur sipil negara (ASN).

diisi oleh struktural, ja-
Lm chatan, dan lain-lain.

m( -m..g. an dirckrut
| yang  Kompetitif,
Contohnyw, ada 26 persen pegawai yang
diangkat begitu saja. Ini misalnya tenaga-
tenaga honorer yang sudah bekerja
sckian lama kem diangkat padahal
belum tentu sesuai dengan kebutuhan
rjadi pada periode 2003-

6 persen ladi apakah
pa yakin - kita akan

rakyat. Komponen utama kita adalah

peserta. Pemerintah menangetkan dapat
menyaring skitar 238 nlm calon peggiwai
icla

asyarakat Kita” ujar me
sebelumnya menjabat Wakapolri i

Menurut - Syafruddin, dunia  saat
ini sudah berbeda dan  berkembang
amat cepat. Oleh karena itu, di dalam
implementasi UL Nomor 5 Tahun 2014,
lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2 manajemen PNS.
mendapat hak

20 jam untuk bel
PNS ini telsh masuk ke formasinya
masing-masing, mereka  berhak  terus

¥

iahun ini, kita rekrut llu ribu tenaga
pengajar mulai dari dosen hingga guru.
Ini untuk menutup kebutuhan tahun ini
dan tahun depan. Yang kedua terbanyak
adalah kita merekrut dokter, bidan, dan
perawat. Schab, masih banyuk puskesmas
yang belum memiliki dokter dan bidan.
Bidan ini kita rekrut untuk penempatan
di desa-desa agar kualitas keschatan ibu
hamil dan bayi lahir lebih bagus” jelas
Svafruddin.
Untuk

Syafruddi

tingkat  kesulitan  tes,

haap ya selama total
20 jam per tahun”

Kementerian -~ PAN-RB  sendini
telah - mengembangkan  model-model
pembelajaran  bagi para  PNS untuk
menghasilkan suatu kapasitas, \\u)\klm 1

mengakui bahwa tahun ini
memang lebih sulit. Namun, jugn lebih
obyektif.

“Yang coba-coba ‘bermain’
n. Apalagi bagi yang
ganggu sistem  scleksi
ap. Vakinlah tidak ada

bisa  ditang]
k

berupa e-lurning. couching.

sekian banyak orang.” lanjut $)

Ttulah sebabya, pemerintah ingin
ASN kita ke depannya memiliki
saing, mengikuti zaman, dan terbuka
kepada publik. Apalagi publik sedang
antusias menyongsong  negara  yang
terbuka kepada mencka.

“Kita, pari ASN, itu adalah |lhmn
publik, b kita

e

dan entre; hip (b
melalui pembelajaran
Corporate: University.

ASN

sistem

Mengejar “index human
ca»ltgal,"1

Sedikit menyinggung tentang seleksi
CPNS tahun ini, Syafruddin mengatakan

bahwa p mencapai 3.5 juta

Ini semua demi memy
calon ASN y; benar kompeten
dan kom, n

Oleh sebab itu, program Smart ASN
menjadi agenda penting terutama untuk
meningkatkan  kualitas  SDM  dalam
birokmsi dan mengejar index human
capital Indonesia di kawasan ASEAN.
Apalagi Indonesia tak bisa melepaskan
diri dari percepatan era digital yang

dikenal dengan e industri 4.0, Untuk
menghadapi em ini, SDM yang mumpuni
adi kebutuha amat penting.
Kita sangat ingin setiap ASN bisa
menguasai kompetensi teknis dasar, yakni
I'l, bahasa asing, hospitality, networking,
dan entrepreneurship. SDM kita amat
besar. Kita h.m.- mampu setam dengan
Singapur. nya. Masak hita kalah
dengan Qatar yang  penduduknya hanya
1.7 juta jina Safruddin.

KemenPAN-RB telah menata suatu
mekanisme yung lebih komprehensif dan
konkret. Tujuannya, omng-orang yang
profesional yang sudsh kita dapatkan
benar-benar menduduki pos yang sesuai
profesinya.

“angan ada g pegvai yang mi-

ya di bidang keuangan, Kementerian
lembagn harus ikut mengawal ini semua.
Kita harus membangun apamt yang
menyatu dengan rakyat schingga negam
ini hm berjalan baik. Ini sumbangan
n saya untuk negara. Tujuannya,
hterakan mkyat dengan sistem
ketatanegarman  yang tertata” pungkas
Syafruddin. CTYS]

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah menyusun suatu grand design Smart
ASN. Ini merupakan sebuah rencana strategis untuk meningkatkan kualitas dan
daya saing para aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Kita ingin memiliki ASN
yang berintegritas, nasionalis, profesional, dan berwawasan global. Dunia saat ini
sudah sangat terbuka. Pemerintahan di seluruh dunia hampir semuanya terbuka
dan Pemerintahan, merupakan implementasi dari sebuah negara dalam periode
tertentu. Pilar utamanya adalah ASN dan aparat lain dari negara ini contohnya
TNI, Polri, dan penegak hukum lainnya. Pilar-pilar ini ingin berpadu menanggapi

keinginan rakyat.
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Kualitas
Birokrasi
Dipertaruhkan

Kompetisi global vang kompetitif membutuhkan birokrasi
pelayanan publik berkualitas dan inovatif. Pemerintah
diharapkan tidak menurunkan standar kompetensi seleksi
CPNS demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

JAKARTA, KOMPAS = Tingkat ke-
lulusan calon pegawai negeri
sipil tahun 2018 masih sangat
jauh dari harapan sehingga ada
formasi terancam tidak ter-
penuhi. Dalam situasi itu, pe-
merintah menyiapkan kebijak-
an khusus bagi mereka yang
tidak lolos seleksi kompetensi
dasar.

Ketegasan pemerintah dibu-
tuhkan dalam  menentukan
arah kebijakan perekrutan ca-
lon pegawai negeri sipil tetap
sesuai jalur awal, Hal ini pen-
ting agar kualitas birokrasi da-
lam pelayanan publik di era
kompetisi global tidak diper-
taruhkan.

Direktur Eksekutif Komite
Pemantauan Pelaksanaan Oto-
nomi Daerah (KPPOD) Robert
Endi Jaweng mengatakan, kua-
litas birokrasi bisa turun apa-
bila pemerintah membuka ke-
sempatan lagi bagi mereka yang
tidak lolos seleksi kompetensi
dasar (SKD). Pemerintah harus
konsisten mengikuti standar
kompetensi yang ditetapkan
demi kualitas birokrasi.

"Jadi, kalau gagal, ya gagal
saja, karena banyak pertaruhan
ke depan kalau pemerintah ma-
sih berkompromi terhadap pe-
lamar yang tidak lolos seleksi.
Kalau kita masih berkompromi
dengan kualitas input yang bu-
ruk, nanti kualitas pelayanan-
nya buruk, birokrasi ikut bu-
ruk,” ujar Robert di Jakarta,
Rabu (14/11/2018),

Berdasarkan data sementara
Badan Kepegawaian Negara
(BKN) pada Rabu, setidaknya
data yang sudah masuk sekitar

2,096 juta peserta dari 2,8 juta
peserta yang mengikuti tes
SKD. Data itu terbagi menjadi
empat wilayah, yakni wilayah
timur, tengah, barat, dan pusat
(kementerian/lembaga).
Peserta dinyatakan lulus ke
tahap berikutnya jika meme-
nuhi ambang batas tes karakte-
ristik pribadi sebesar 143 poin,
tes intelegensi umum (80), dan
tes wawasan kebangsaan (75),
Dari data yang masuk, persen-
tase kelulusan terkecil ada di
wilayah timur, yakni 144 per-
sen, kemudian wilayah tengah
(218 persen), barat (3,82 per-
sen), dan pusat (13,69 persen).
Mayoritas pelamar gagal dalam
tes karakteristik pribadi.
Persentase kelulusan itu sa-
ngat jauh dari harapan apabila
melihat kuota CPNS tahun ini
sebanyak 238015 formasi. Dari
total formasi, sebanyak 51.271
formasi untuk pemerintah pu-
sat dan 186.744 formasi untuk
pemerintah daerah,

Jangan dikorbankan

Robert menyadari bahwa
saat ini pemerintah dalam po-
sisi dilematis karena dihadap-
kan pada formasi yang masih
banyak kosong. Namun, peme-
rintah juga tak boleh terus-me-
nerus menoleransi setiap ada
masalah berkaitan dengan ren-
dahnya kualitas, Seperti dike-
tahui, pada proses seleksi CPNS
tahun 2017, pemerintah me-
nerapkan sistem ranking untuk
sekadar memenuhi kuota for-
masi.

"Tentu kita membutuhkan
tenaga kesehatan dan guru, te-

tapi jangan sampai kita me-
ngorbankan kualitas dengan
menurunkan ambang batas ke-
lulusan atau memakai ranking
karena keduanya sama-sama
buruk. Tahun ini harus menjadi
penarik batas bahwa praktik
yang kemarin, praktik yang la-
ma itu tidak benar. Kalau pe-
merintah masih coba otak-atik
dengan apa yang sudah dite-
tapkan, ini akan menimbulkan
ketidakpercayaan dan ke depan
reformasi birokrasi tak akan
terkontrol,” tutur Robert.

Tidak kompeten

Secara terpisah, Kepala BKN
Bima Haria Wibisana menga-
takan, penurunan ambang ba-
tas untuk seleksi CPNS tahun
ini kemungkinan besar tidak
akan diambil. Menurut dia, ada
potensi kebijakan khusus yang
akan diambil untuk mengako-
modasi mereka yang tidak lulus
tes SKD adalah dengan sistem
ranking,

Sistem ranking adalah peser-
ta yang ikut seleksi kompetensi
bidang diambil dari ranking ter-
atas sesuai akumulasi hasil tes
SKD. "Jika ambang batas di-
turunkan, dikhawatirkan pega-
wai yang diterima tidak kom-
peten,” ujar Bima.

Sekretaris  Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Ne-
gara dan Reformasi Birokrasi
Dwi Wahyu Atmaji pun me-
nyatakan pemerintah  masih
menyusun  peraturan terkait
kebijakan ini,

"Kami harapkan minggu de-
pan sudah ditandatangani”
ujar Dwi. (BOW)

KUALITAS BIROKRASI
DIPERTARUHKAN

Dalam situasi ini, pemerintah
menyiapkan kebijakan khusus bagi
mereka yang ikut seleksi kompetensi
dasar. Kemudian ketegasan
pemerintah dibutuhkan dalam
menentukan arah kebijakan tetap
pada jalur awal sehingga kualitas
birokrasi tidak menjadi taruhannya
dan kualitas birokrasi bisa mundur
apabila pemerintah masih membuka
kesempatan bagi mereka yang tidak
lolos seleksi kompetensi dasar (SKD).
Pemerintah harus konsisten
mengikuti standar kompetensi yang
telah ditetapkan untuk menjaga
kualitas birokrasi.

Hashtag Berita :
#CPNS #ReformasiBirokrasi
#KinerjaPegawai #GoodGoverment
#PelaksanaanProgramNasional ~ #ASN
#KementerianPANRB #RPJMN #RPJP

#RencanaKerjaPemerintah



